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ABSTRAK 

 Penelitian ini menganalisis fenomena vacuum of norm (kekosongan hukum) 

dalam pengawasan dan penertiban perdagangan pakaian bekas impor (thrifting) 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 serta 

implikasinya terhadap asas kepastian hukum. Ketidakpastian norma timbul akibat 

ketiadaan ketentuan eksplisit (lex lata) yang mengornamentasi mekanisme 

operasional pengawasan, kriteria pelanggaran komoditas, dan skema sanksi 

administratif secara berjenjang di tingkat daerah.  

Melalui pendekatan yuridis-normatif berbasis analisis deskriptif-kualitatif, 

temuan penelitian mengonfirmasi bahwa kekosongan norma terjadi karena orientasi 

regulasi yang mendominasi hanya terbatas pada penataan ruang ketertiban umum 

(spatial order), tanpa mengintegrasikan rezim hukum kepabeanan dan perdagangan 

barang terlarang. Kondisi ini dipicu oleh keterbatasan delegasi kewenangan 

(delegated authority) daerah dalam urusan perdagangan luar negeri, inkonsistensi 

perancangan naskah akademik, serta pertimbangan keberlanjutan ekonomi 

sosiologis masyarakat lokal.  

Dampak dari kekosongan norma tersebut bermuara pada marjinalisasi 

kepastian hukum dan ketiadaan dasar hukum (legitimacy of action) bagi Satuan 

Polisi Pamong Praja dalam mengintervensi peredaran pakaian bekas. Sebagai 

rekonstruksi hukum, penelitian ini merekomendasikan formulasi norma eksplisit 

atau klausul integratif (integrative clause) dalam revisi Perda yang mengatur 

mekanisme kordinasi lintas sektoral, pembagian kewenangan pengawasan, dan 

sinkronisasi sanksi administratif yang terukur.   
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ABSTRACT 

This study examines the phenomenon of normative vacuum in the regulation 

and enforcement of imported used clothing trade pursuant to Indragiri Hilir 

Regency Regional Regulation Number 3 of 2023, along with its implications for the 

principle of legal certainty. The ambiguity stems from the absence of explicit 

operational provisions (lex lata) governing supervisory mechanisms, commodity 

infringement standards, and graduated administrative sanction schemes at the local 

level.  

Utilizing a normative-juridical method with a descriptive-qualitative 

approach, the research demonstrates that the legal vacuum persists because the 

regulation exclusively emphasizes public order spatial management while 

disregarding customs and prohibited trade regimes. This gap is exacerbated by 

limitations on regional delegated authority over foreign trade, flaws in academic 

drafting preparation, and local socio-economic considerations.  

Consequently, this normative absence results in legal uncertainty and 

deprives enforcement officers (Satpol PP) of the statutory mandate required for 

operational intervention. As a legal reconstruction, this study recommends 

formulating explicit provisions or an integrative clause in the regulatory 

amendment, delineating cross-sectoral coordination mechanisms, supervisory 

jurisdictions, and synchronized administrative sanctions.   


